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KEPUTUSAN BERSAMA 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DAN 
BUPATI PURWAKARTA 

 

     NOMOR  : 188.342/Kep.07-DPRD/2015            

             : 188.342/Kep.07/Huk./2015 
   LAMPIRAN : 1 (satu) berkas 

  
TENTANG 

  
PERSETUJUAN TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA 

DAN 

BUPATI PURWAKARTA 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 80 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 2 Juli 2015 
telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan 

Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 

2014; 

b. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dalam 
Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib 

administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan 
Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati 
Purwakarta. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten  Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negera Republik Indonesia  Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3688), 
sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4438); 

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5949 ) ; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 
2005 tentang Tatacara penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 
Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 

2008  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 
2013 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014; 

 

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 
48.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015,8.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015 
dan 48.C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 5 Mei 2015. 

  

MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan :  

 
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2014; 

 
KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 
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KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
    
 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal 2 Juli 2015 

 
BUPATI PURWAKARTA,  

 
 
 

 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
KETUA, 

 

 
 

SARIF HIDAYAT           
 

 
Tembusan : 
 

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di 

Purwakarta. 
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LAMPIRAN  :  KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN 
BUPATI PURWAKARTA. 

NOMOR :  188.342/Kep. 07-DPRD/2015            
     188.342/Kep.07/Huk./2015 

TANGGAL : 2 Juli 2015  
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP  RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA, TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
 

RANCANGAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
                                               

NOMOR    :  ...  TAHUN  2015 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan 

Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2014 dimaksud pada huruf a 

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah 

dengan undang-undang Nomor 4  Tahun 1968 tentang 
pembentukan Kabupaten Purwakarta  dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negera Republik Indonesia  Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3688), sebagaimana  telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4438); 
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11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5949 ) ; 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

5568); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara publik Indosia Nomor 4416) Sebagaimana telah di 
ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4609) 
Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
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Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintsh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4972); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahaan Keempat Atas Peraturan Preswiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Baarang/Jasa 

Pemerintah 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
APBD, Pengajuan, Penytaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 
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30. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah Tahun Anggaran 2014;  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 

2005  tentang Tatacara penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 
4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan sekretariat Daerah dan sekretariat 
DPRD; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 1 Tahun 2013; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2008  tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014; sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2014. 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN  ANGGARAN 2014 

 
Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 

a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 

c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014 yang 

telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  

 

Pasal 2 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan 

b. Belanja 
Surplus/Depisit                                                  

c. Pembiayaan  
1) Penerimaan 

2) Pengeluaran  
Surplus                                             

Rp.1.599.303.021.481,- 

Rp.1.541.016.179.823,- 
 

 
Rp.  22.664.817.640,- 

Rp.  20.295.434.422,- 
         

 

 
Rp. 58.286.841.658,- 

 
 

 
Rp.  2.369.383.218,- 

 

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 

(156.578.132.244,-) dengan rincian sebagai berikut :  

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp. 1.755.881.153.725,- 
Rp. 1.599.303.021.481,- 

Rp.  (156.578.132.244,-) 
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dan Transfer sejumlah 
Rp. (209.002.825.870,-) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan 

b. Realisasi 
Selisih kurang 

Rp. 1.750.019.005.693,- 

Rp. 1.541.016.179.823,- 
Rp.  (209.002.825.870,-) 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah                                              

Rp. 52.424.693.626,- dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Surplus / Defisit   setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp. 52.862.148.032,- 
Rp. 58.286.841.658,- 

Rp. 52.424.693.626,- 
 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                         
Rp. 88.100.000,-  dengan rincian sebagai berikut  : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp.  22.576.717.640,- 

 
Rp.  22.664.817.640,- 

Rp.         88.100.000,-   
 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 
(8.143.431.250,-)  Dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 

 

Rp.    28.483.865.672,- 
Rp.    20.295.434.422,- 

Rp.   (8.143.431.250,-)   

 
(6) Selisih anggaran dengan realisasi  pembiayaan neto sejumlah Rp. 

8.231.531.250,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah 

perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp. (5.862.148.032,-) 

 
Rp. (2.369.383.218,-) 

Rp. (8.231.531.250,-)                  
 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 
2014 sebagai berikut   : 

a. Jumlah Aset   
b. Jumlah Kewajiban  
c. Jumlah Ekuitas dana                                       

Rp.2.238.401.002.560,49 
Rp.      6.014.760.279,08 
Rp.2.232.386.242.281,41 

 
Pasal 5 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut 
: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014 

b. Saldo awal BLUD 
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi  

d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi 
e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan 

f. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran 
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014   

Rp.    23.131.396.528,- 

Rp.         287.845.484,- 
Rp.  388.457.194.831,- 

Rp. (330.170.353.173,-) 
Rp.   (20.207.334.422,-)                                      

Rp.      3.249.692.413,- 
Rp.    64.748.441.661,-    
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Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)  huruf 

d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
Pasal 7 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum  dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 

 Lampiran I.5  Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; 
 Lampiran I.6 : Daftar piutang Daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 
 Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 

 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya (DPA-L); 
 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan 

 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah. 
b. Lampiran II : Neraca 
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan 

 
 

Pasal 8 

 
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) 

terdiri dari : 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan peraturan daerah ini. 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah 
tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan peraturan daerah ini. 
 

 
Pasal 9 

 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal 10 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 

 Ditetapkan di Purwakarta. 
Pada tanggal 2 Juli 2015                           

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 
 

 
 

DEDI  MULYADI 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 
 

 
 

 
 

 
DEDI MULYADI                                      

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 

 
 

 
 

 
SARIF HIDAYAT 

 

ttd ttd 


